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BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN   BUPATI CIREBON
NOMOR         :   800.1.3.2/Kep.   335-BKPSDM/2023
LAMPIRAN   :  1  (satu)  Daftar

TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN F`UNGSIONAL PEGAWAI  NBGERI  SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH RABUPATEN CIREB0N

BUPATI CIREBON,
: a.      bahwa  sesuai  ketentuan  Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara

Nomor  3  Tahun  2023  tentang  Angka  Kredit,  Kenaikan  Pangkat
dan  Jenjang  Jabatan  Fungsional,  kepada  para  Pegawai  Negeri
Sipil yang diangkat dan ditugaskan  secara penuh dalam LJabatan
Fungsional     dapat     diberikan     penyesuaian     dalam    jabatan,
sepanjang memenuhi syarat kepangkatan dan angka kredit sesuai
ketentuan yang berlaku;

b.     bahwa pegawai Negeri sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran
Keputusan   ini  dipandang     layak  dan   telah   memenuhi   syarat
untuk  disesuaikan   1   (satu)  tingkat  lebih  tinggi  dalam  Jabatan
F`ungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

c.     bahwa     berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana     dimaksud
pada huruf a dan  huruf b,  perlu  menetapkan  Keputusan  Bupati
tentang  Penyesuaian Jabatan  Fungsional  Pegawai  Negeri  Sipil  di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

:  1.      Undang-Undang   Nomor  14  Tahun  1950    tentang   Pembentukan
Daerah-Daerah      Kabupaten      Dalam      Lingkungan      Propinsi•   Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus

Tahun  1950)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor         4         Tahun          1968          tentang         Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang  Nomor   14  Tahun   1950   tentang  Pembentukan
Daerah-Daerah      Kabupaten      Dalam      Lingkungan      Propinsi
Djawa  Barat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1968
Nomor   31,   Tambahan   Lem'baran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 2851);

2.     Undang-Undang    Nomor  5  Tahun  2014    tentang   Aparatur  Sipil
Negara   (Lembaran   Negara      Republik   Indonesia   Tahun   2014
Nomor   6,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 5494);

3.     Undang-Undang        Nomor        23        Tahun        2014        tentang
Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun     2014     Nomor     244,     Tambahan     Lembaran     Negara
Republik   Indonesia   Nomor   5587),   sebagaimana   telah   diubah
beberapakali,     terakhir     dengan     Undang-Undang     Nomor     6
Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang   Nomor   2   Tahun   2022    tentang   Cipta   Kerja
menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun      2023      Nomor      4,      Tambahan      Lemt)aran      Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);



4.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  1977    tentang  Peraturan
Gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun      1977      Nomor      11,     Tambahan      Lembaran      Negara
Republik Indonesia Nomor 3098),  sebagaimana telah beberapakali
diubah,    terakhir    dengan    Peraturan    Pemerintah    Nomor    30
Tahun  2015  tentang  Perubahan  ketujuh  belas  atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun  1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015
Nomor  123);

5.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat
Daerah    (Lembaran    Negara   Republik   Indonesia   Tahun    2016
Nomor   114,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor        5887),        sebagaimana        telah        diubah        dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019  tentang Perubahan
atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor    18   tahun   2016   tentang
Perangkat     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik     Indonesia
Tahun     2019     Nomor     187,     Tambahan     Lembaran     Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

6.     Peraturan Pemerintah Nomor  11  Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai    Negeri    Sipil    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun     2017     Nomor     63,     Tambahan     Lembaran     Negara
Republik   Indonesia   Nomor   6037)    sebagaimana   telah   diubah
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor   17  Tahun  2020  tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor   11   Tahun  2017
tentang   Manajemen   Pegawai   Negeri   Sipil    (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun  2020  Nomor 68, Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7.     Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2007  tentang  Tunjangan
Jabatan    Fungsional    Dokter,    Dokter   Gigi,    Apoteker,    Asisten
Apoteker,      Pranata      Laboratorium      Kesehatan,      Epidemiolog
Kesehatan,    Entomolog    Kesehatan,    Sanitarian,    Administrator
Kesehatan,    Penyuluh    Kesehatan    Masyarakat,    Perawat    Gigi,
Nutrisionis,   Perawat,   Radiografer,   Perekam   Medis   dan  Teknisi
Elektromedis;

8.     Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun  2013  tentang  Tunjangan
Jabatan F`ungsional Pamong Belajar dan Penilik (lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 179);

9.     Peraturan    Menteri    Negara    Pendayagunaan   Aparatur   Negara
dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  14  Tahun  2010  tentang Jabatan
F\mgsional Penilik dan Angka Kreditnya;

10.   Peraturan   Menteri   Pendayagunaan       Aparatur       Negara   dan
Reformasi   Birokrasi      Nomor   1   Tahun   2023   tentang  Jabatan
Fungsional    (Berita    Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2023
Nomor 54);

11.   Keputusan       Menteri       Pendayagunaan       Aparatur       Negara
Nomor   139/KEP/M.PAN/ 11/2003   tentang   Jabatan   Fungsional
Dokter dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan  :  1.     Surat       Kepala       Dinas       Kesehatan       Kabupaten       Cirebon
Nomor  821.28/2683-Dinkes/2023  tanggal  31   Mei  2023  Perihal
Usulan Penyesuaian Jabatan Fungsional PNS;

2.     Surat     Kepala     Dinas      Pendidikan           Kabupaten      Cirebon
Nomor  800/2369/Sekret    tanggal  06  Juli  2023  perihal  Usulan
Kenaikan Jabatan Fungsional Penilik.



Menetapkan
KESATU

KEDUA

M E M UTU S KA N  :

Menyesuaikan       Jabatan       F`ungsional       Pegawai       Negeri       Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum
dalam   Lampiran   yang   merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   dari
Keputusan Bupati ini.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  Sumber
pada tan88al   £8  Agrstus  2023

BUPATI   CIREBON,

IMRON

Tembusan :
1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
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PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 telepon/Fax. (0231 ) 320816
Webeite: httD//bkDsdm.cirebonkab.ao.id email : bkDsdm@cirebonkab.ao,id

S U M B-E R -45611

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Si fat
Lampiran
Perihal

NOTA   DINAS
Yth.  Bupati Cirebon

r;P:LaLpad#¥epegawaiandanpengembangansumberDayaManusia
BOO    /ND.12L=PKK

Penting

Penyesuaian    Jabatan    Fungsional    Pegawai    Negeri    Sipil    di    Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan  dengan  hormat,  menindaklanjuti  Surat  Kepala  Dinas

Kesehatan  Kabupaten  Cirebon  Nomor  821.28/2683-Dinkes/2023  tanggal  31

Mei  2023  Perihal  Usulan  Penyesuaian  Jabatan  Fungsional  PNS  dan  Surat

Kepala   Dinas   Pendidikan       Kabupaten   Cirebon    Nomor   800/2369/Sekret

tanggal 06 Juli 2023 perihal Usulan  Kenaikan Jabatan Fungsjonal Penilik.

Sehubungan     hal     tersebut,     bersama     ini     kami     sampaikan     draf

Keputusan  Bupati  tentang  Penyesuaian  Jabatan  Fungsional  Pegawai  Negeri

Sipil  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  sebagaimana  dimaksud

untuk mendapatkan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian  agar  menj.adi  maklum,  dan  atas  perhatiannya  kami  haturkan

banyak terima kasih.

H.  HENDRA NIRMALA,  S.Sos.,  M.Si
Pembina Utama Muda

NIP.196810221988031001


